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a.

BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan tertib administrasi
pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur, maka perlu melakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur pada ketentuan
yang mengatur pejabat yang berwenang menandatangani
surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas; .
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lombok Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Lombok Timur; .,

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); .-
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); ,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650); |



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

10. Undang—Undaﬁg Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); ,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Mentgari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016; .

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 10);
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015
tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1); .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1),
diubah sebagai berikut : .

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut : -

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah
diterbitkan Surat Perintah dari pejabat yang
berwenang.

(2) Surat Perintah Pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :
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a. Bupati Lombok Timur terhadap Pegawai Negeri
Sipil dan Non PNS yang melakukan perjalanan luar
daerah dan dalam daerah yang menginap; .~

b. Ketua DPRD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; ,

c. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD
berhalangan; dan 7

d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi PNS
yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
tidak menginap. ,

(3) Dihapus. v

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Surat Perintah dapat berlaku untuk 1 (satu) orang atau
lebih sedangkan SPPD hanya berlaku untuk 1 (satu)
orang. .

(2) Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dicantumkan
pengikut bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh:

a. Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang membawa
rombongan dari bukan Pegawai Negeri Sipil. -

(3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani
Surat Perintah Tugas, sedangkan kedatangan
ditandatangani oleh Kepala SKPD/Asisten.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut : -
Pasal 11

Biaya perjalanan dinas digolongkan atas :

a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;

b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD; v

c. Pejabat Eselon IIb;

d. Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV; ~

e. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III dan tokoh
masyarakat; dan .~

f. PNS Golongan II, Golongan I dan Non PNS serta

masyarakat lainnya. ,



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong A
pada tanggal 20 Jopuan 20\
BUPATI LOMBOK TIMUR,

e B DR o

\JMMOCH. ALI BIN DACHLAN
Diundangkan di Selong
pada tanggal 30 )onuar Jo\L

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMA RLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR.. "
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